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ABSTRAK 

 

ANALISIS PERANAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN 

SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PADA PT MITRA BETON 

MANDIRI PEKANBARU 

 
MUHAMMAD FADHLI 

11573104933 

 

Penelitian ini dilakukan Di PT. Matra Beton Mandiri (MBM) Pekanbaru 

yang beralokasi dijalan Meluri Komplek Villa Mas Panam, Blok A No 15-16 

Sidomulyo Barat –Tampan- Pekanbaru. PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru 

adalah perusahaan yang bergerak di bidang enceran bahan bangunan yang 

dipergunakan untuk membuat bagunan rumah dan kantor, jembatan dan 

sebagianya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan beton di wilayah  

Pekanbaru dan sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

akuntansi pertanggungjawaban sudah di terapkan sesuai dengan syarat-syarat 

akuntansi pertanggungjawaban. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini melalui wawancara dengan bagian-bagian tertentu dalam 

perusahaan, dalam penyusunan pembahasan laporan penelitian penulis 

menggunakan metode deskriptif. Metode analisis dari penelitian ini adalah 

dengan cara mengumpulkan data yang ada dilapangan, dikumpulkan lalu disusun 

agar dapat diteliti kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian akhirnya diambil suatu 

kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa masalah, 

diantaranya terdapatnya selisih biaya yang tidak menguntungkan pada bagian 

produksi dan operasi, didalam pelaporan anggaran terhadap penyimpangan yang 

cukup besar diakibatkan karena perusahaan belum memperhatikan biaya yang 

dapat dikendalikan dan biaya yang tidak dapat dikendalikan serta belum 

menerapkan sistem kode perkiraan dengan baik. Sebaiknya dalam penyusunan 

anggaran perusahaan melibatkan partisipasi semua bagian dalam perusahaan, 

untuk penyimpangan yang terjadi sebaiknya pihak perusahaan menetapkan 

batasan tertentu atas penyimpangan serta melakukan evaluasi secara periodic 

terhadap laporan realisasi perusahaan.Penulis menarik kesimpulan bahwa PT. 

Mitra Beton Mandiri belum mengaplikasikan akuntansi pertanggungjawaban 

sebagai alat pengendalian biaya dengan baik,. Melalui penelitian ini penulis 

mengharapkan PT. Mitra Beton Mandiri mengetahui permasalahan yang terjadi 

dalam perusahaan berhubungan dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban 

dan melakukan perbaikan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

.  

Katakunci:Akuntansi pertanggungjawaban, pusat-pusatpertanggungjawaban, 

anggaran dan pengendalian biaya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era persaingan yang semakin ketat, perusahaan menghadapi 

berbagai tantangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perusahaan 

dituntut untuk mengambil langkah strategis guna mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu upayanya adalah dengan 

menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Perusahaan juga haruslah 

peka dan memberikan reaksi yang cepat terhadap kebutuhan dan keinginan 

konsumen terhadap barang dan jasa,denganmemproduksi barang tersebut 

sesuai dengan keinginan konsumen. 

Untuk dapat bersaing, perusahaan tidak akan terlepas dari masalah 

yang berhubungan dengan biaya. Biaya yang terjadidalam proses produksi, 

agar tercapai tujuan utama perusahaan yaitu memperoleh laba. Demi 

kelangsungan hidup perusahaan, maka sebaiknya perlu dilakukan 

pengendalian terhadap biaya-biayayang dikeluarkan dan mengurangi biaya-

biaya yang tidak efektif dalam kegiatannya. 

Akuntansi pertanggung jawaban merupakan suatu sistem akuntansi 

yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban 

sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoprasikan 

pusat pertanggung jawaban pusat pertanggung jawaban mereka sebagai 

bagian dari sistem pengendalian manajemen Samryn (2012:76). Dengan 

adanya akuntansi pertanggungjawaban, pimpinan dapat mendelegasikan 
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wewenang dan tanggungjawab ke tingkat manajemen dibawahnya dengan 

lebih efisien tanpa memantau secara langsung seluruh kegiatan perusahaan.  

Dalam menilai suatu perusahaan apakah sudah menerapkan 

akuntansi pertanggungjawaban atau belum maka bisa dilihat melaui syarat-

syarat akuntansi pertanggungjawaban yakni struktur organisasi, anggaran, 

pemisahan biaya, klasifikasi kode rekening, dan laporan 

pertanggungjawaban. Serta karakteristik akuntansi pertanggungjawaban 

berupa pusat pertanggungjawaban, standar pengukuran kinerja, pengukuran 

kinerja manajer, dan pemberian pengharagaan dan hukuman pada manajer 

suatu perusahaan. 

Tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk 

mempermudah pengendalian manajemen, dimana organisasi dibagi menjadi 

unit-unit kecil yang bertanggungjawab terhadap suatu kegiatan, dengan 

demikian dapat ditunjukkan pihak mana yang bertanggungjawab jika terjadi 

suatu penyimpangan.  

Adapun syarat-syarat dari akuntansi pertanggungjawaban ini agar 

dapat dilaksanakan dengan baik adalah: 

1. Adanya struktur organisasi yang memperlihatkan pendelegasian 

wewenang yang jelas. 

2. Adanya sistem anggaran setiap departemen pusat pertanggungjawaban. 

3. Adanya pemisahan antara biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya 

yang tidak dapat dikendalikan. 

4. Adanya sistem kode perkiraan. 
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5. Adanya sistem pelaporan prestasi kepada manager yang 

bertanggungjawab 

Pengendalian biaya melalui akuntansi pertanggungjawaban dapat 

dijalankan dengan caramenyelenggarakan perencanaan suatu sistem 

pencatatan atas biaya-biaya yang dapat dikendalikan. Dari sistem pencatatan 

ini akan dihasilkan laporan-laporan biaya yang menunjukanbagaimana 

manajer memenuhi tanggungjawabnya atas biaya-biaya yang terjadi dalam 

unit perusahaannya. Dalam pengelolaan perusahaan, anggaran merupakan 

bagian yang sangat penting. Anggaran dapat memberikan aspek motivasi bagi 

manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Anggaran sering dipakai 

untuk menilai kinerja dari pimpinan pusat pertanggung jawaban. 

PT. mitra beton mandiri (MBM) adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang Producer Mix Concrate, Industri Bahan bangunan yang dididirikan 

dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan bagi stakeholder, bertumbuh 

dan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan meningkatkan 

kesejahteraan karyawan melalui peningkatan kinerja sumberdaya manusia 

dan perusahaan yang beroperasi sebagai unit ekonomi dengan berorientasikan 

laba, efesien, bersaing dan berkembang. 

Permasalahan yang akan penulis ungkap didalam tugas akhir ini 

dibatasi pada bagian produksi dan Operasi, dimana bagian produksi di pimpin 

langsung oleh kepala bagian. Berikut ini laporan Anggaran PT. Mitra Beton 

Mandiri (MBM) dapat dilihat pada Tabel 1.1 . 
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Tabel. 1.1 

Laporan Anggaran PT. Mitra Beton Mandiri (MBM) 

Per 31 Desember 2015 dan 2016 

 
No

. 

Uraian Anggaran 

(RP) 

Realisasi 

(Rp) 

Variance 

(Rp) (%) 

1.  Biaya Produksi 

 Biaya Material 

 Biaya Tenaga 

Kerja Langsung 

 Biaya Overhead 

 

22.889.726.500 

 

21.731.094.449 

 

1.158.632.051 

 

5.06 

 

1.051.385.000 

 

1.194.612.295 

 

(143.227.295) 

 

-13.62 

4.955.837.075 5.322.643.520 (366.806.445) -7.40 

2. 

 

Biaya Operasi 

 Biaya Penjualan 

 Biaya umum 

dan 

Administrasi 

 

240.315.800 

 

290.225.849 

 

(49.910.049) 

 

-20.77 

 

741.979.000 

 

943.340.972. 

 

(201.361.972) 

 

-27.13 

Sumber:  PT. Mitra Beton Mandiri (Data olaahan) 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dapat dilihat pada biaya produksi yaitu pada 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Biaya tenaga kerja langsung 

realisasinya sebesar Rp. 1.194.612.295,- sedangkan anggaran nya sebesar 

Rp.1.051.385.000,- sehingga terjadi kerugian sebesar Rp.143.227.295,- atau 

sebesar -13.62%. Dan di biaya overhead realisasinya sebesar Rp. 5.322.643.520,- 

sedangkan anggaran nya sebesar Rp.4.955.837.075,- sehingga terjadi kerugian 

sebesar Rp.366.806.445,- atau sebesar  -7.40%. Berikutnya dapat dilihat di biaya 

operasi dimana biaya penjualan realisasinya sebesar Rp. 290.225.849,- sedangkan 

anggaran nya sebesar Rp.240.315.800,- sehingga terjadi kerugian sebesar 

Rp.49.910.049,- atau sebesar -20.77%. Dan di biaya umum dan administrasi 

realisasinya sebesar Rp. 741.979.000,- sedangkan anggaran nya sebesar Rp. 

943.340.972,- sehingga terjadi kerugian sebesar Rp. 201.361.972,- atau sebesar -

27.13%. 

Selanjutnya Permasalahan yang penulis temui adalah hal dalam proses 

penyusunan anggaran PT. Mitra Beton Mandiri adalah top down (dari atas ke 
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bawa) dimana dalam penyusunan anggaran perusahaan belum melibatkan semua 

unsur di dalam perusahaan tersebut. Sehingga azas partisipasi tidak tercermin 

pada perusahaan ini. Proses penyusunan anggaran PT. Mitra Beton Mandiri 

diawali dengan dikeluarkannya memo dari direktur utama kepada bagian 

keuangan dan umum selanjutnya bagian ini mulai menyusun anggaran 

berdasarkan data realisasi periode sebelumnya, yang kemudian dibandingkan 

dengan realisasi dari anggaran tersebut. Setelah anggaran disusun keuangan 

langsung menyerahkan kepada direktur untuk disetujui tanpa meminta lagi 

pendapat dari tiap departemen yang terkait. Sehingga karena dalam penyusunan 

anggaran departeman lain tidak di ikut sertakan menyusun anggaran maka mereka 

merasa tidak ikut bertanggungjawab dalam rencana dan pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan perusahaan yang mengakibatkan anggaran tersebut tidak 

terkendali atau susah dikendalikan 

Sedangkan keterlibatan kepala bagian produksi dan Operasi hanya 

membuat rancangan dan rencana kebutuhan untuk tahun sepan tanpa duduk 

bersama sebagai tim anggaran. Bagian keuangan (seksi akuntansi) diserahkan 

sepenuhnya untuk menyusun anggaran dengan mendapat masukan tertulis dari 

kepala bagian produksi.Bagian keuangan (seksi akuntansi) dalam menyusun 

anggaran bisa menambah dan mengurangi usulan yang dibuat oleh para-para 

bagian produksi.Hal ini berakibat kurang nya tanggung jawab dari bagian 

produksi.Mereka terbebani dengan anggaran tersebut karena tidak dilibatkan 

dalam penyusunan anggaran, sehingga realisasi anggaran tidak sesuai dengan 

anggaran yang telah disusun. 
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Hal ini juga akan menyebabkan penyimpangan-penyimpangan yang 

merugikan (unfavourrable) sehingga biaya produksi meningkat dari yang 

ditetapkan perusahaan. Seharusnya dalam penyusunan anggaran tersebut perlu 

dibentuk panitia anggaran yang melibatkan semua unsur yang mewakili semua 

bagian yang ada dalam perusahaan atau duduk bersama dalam penyusunan. 

Karena dengan keterlibatan tersebut akan menimbulkan rasa tanggung jawab 

sehingga mereka termotivasi untuk mencapai target atau akan terjadi 

penyimpangan yang menguntungkan (favourable variance) dalam anggaran 

khusus anggaran bagian produksi. 

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Munandar (2012:18) 

yang menjelaskan sebagai berikut: 

  ”Tugas penyusunan angggaran perlu melibatkan semua unsur yang 

mewakili semua bagian yang ada dalam perusahaan yang duduk dalam 

panitia budget.Team penyusunan budget ini biasanya diketahui oleh salah 

seorang pimpinan perusahaan (misalnya wakil direktur) dengan anggota-

anggota mewakili bagian pemasaran, bagian produksi, bagian pembelanjaan 

serta bagian personalia. Didalam panitia budget inilah diadakan pembahasan 

pembahasan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dating, sehingga 

budget yang disusun nanti merupakan hasil kesepakatan bersama sesuai 

dengan konsisi, fasilitas serta kemampuan masing-masing bagian secara 

terpadu. Kesepakatan bersama ini sangat penting agar pelaksanaan budget 

nanti bnar-benar didukung oleh seluruh bagian yang ada dalam 
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perusahaan.Sehinggga memudahkan tercapainya kerjasama yang saling 

menguntungkan”. 

  Permasalahan berikut nya yaitu tidak adanya evaluasi secara 

priodik atau penyajian laporan dalam jangka pendek yang dilakukan 

perusahaan terhadap kinerja manajer. Sehingga tidak diketahui gambaran 

sampai sejauhmana pekerjaan atau realisasi yang telah terlaksana pada tahun 

tersebut. Evaluasi hanya dilakukan sekali dalam setahun yaitu pada akhir 

tahun atau setelah masa periode selesai, akibatnya apabila terjadi 

penyimpangan tidak dijelaskan penyebab terjadi penyimpangan tersebut 

pada laporan pertanggungjawaban. 

  Permasalahn lainnya yaitu penerapan sistem kode perkiraan.Pada 

biaya produksi PT. Mitra Beton Mandiri belum ada kode perkiraan sehingga 

belum dapat mengidentifikasi perkiraan menurut jenis perkiraan dan 

membagi seksi mana yang bertanggung jawab terhadap biaya yang muncul 

tersebut serta belum menunjukan biaya terkendali dan tidak terkendali. Teori 

yang mendukung dalam membahas masalah ini adalah Hariadi (2012:272): 

“Klasifikasi dan kode rekening harus disusun sedemikian rupa sehingga 

mampu menunjukan jenis biaya atau penghasilan yang terjadi,memungkinkan 

pengumpulan biaya terkendali dan tidak terkendali pada masing-masing pusat 

pertanggung jawaban atau kontribusi penghasilan masing-masing produk dan 

dapat mengidentifikasi pula kode tingkat pimpinan manajemen yang 

bertanggung jawab”. 



8 

 

 

 

  Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, salah satu nya 

penelitian Abdul Haris Kurniawan. (2014) Hasil penelitian yaitu penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban di PT. Lima Utama Surabaya belum 

memadai. Hal ini terlihat pada PT. Lima Utama Surabaya belum melakukan 

pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali dengan cukup mema- 

38 dai. Klasifikasi kode rekening juga belum diterapkan dengan cukup 

memadai. Biaya-biaya yang terjadi dicatat untuk setiap tingkat manajemen, 

namun belum digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan 

manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. PT. Lima Utama 

Surabaya telah melakukan perhitungan analisis laporan keuangan, namun 

perusahaan tidak melakukan penelusuran mendalam sehingga sulit untuk 

mengambil tindakan koreksi. Perusahaan tidak membuat rekomendasi 

sehubungan dengan adanya penyimpangan materil. 

  Selanjutnya penelitian yang dilakukan Rifky Ronal 

Tumbuan.(2013).Dengan hasil penelitian” Struktur organisasi PT. Hutama 

Karya secara jelas dan tegas memperlihatkan jenjang wewe-nang dan 

tanggung jawab yang dilaksanakan dari atasan hingga bawahan. Hal ini 

terlihat dari struktur organisasi dan pen-jelasannya yang menunjukkan 

adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas dari setiap unit organisasi. PT 

Hutama Karya telah melakukan menyu-sunan anggaran untuk ba-giannya 

sendiri, yang ditetapkan secara bottom-up, di mana tiap bagian/fungsi terlebih 

dahulu membuat anggaran untuk ke-mudian diajukan ke manaje-men. Proses 

pelaksanaan peni-laian kinerja pada perusahaan baik, degan adanya 

pembagian persentase anggaran yang dibandingkan dengan realisasi pada tiap 

semester”.  
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  Berdasarkan uraian di atas, melihat pentingnya peranan akuntansi 

pertanggung jawaban sebagai alat pengendalian biaya pada suatu perusahaan 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

PERANAN AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN SEBAGAI 

ALAT PENGENDALIAN BIAYA PADA PT. MITRA BETON 

MANDIRI PEKANBARU”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang, permasalahan di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: “Apakah penerapan sistem akuntansi pertanggung 

jawaban sebagai alat pengendalian biaya pada PT. Mitra Beton Mandiri 

telah berjalan dengan baik?” 

 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 
1. Tujuan Penelitian 

 

a. Untuk mengetahui apakah perusahaan telah memenuhi salah 

satu karakteristik atakuntansi pertanggungjawaban 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaplikasikan akuntansi 

pertanggungjawaban pada perusahaan dalam hal pengendalian 

biaya. 

c. Untuk mengetahui apakah kode perkiraan yang dibuat oleh 

perusahaaan sudah sesuai dengan sistem akuntansi 

pepertanggungbjawaban. 

d. Untuk mengetahui apakah menejemen sudah melakukan 

evaluasi secara periodik  
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2. Manfaat Penelitian 

 
a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan penulis mengenai 

akuntansi pertanggungjawaban dan bagaimana perannya sebagai 

alat pengendalian biaya bagi perusahaan. 

b. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan dalam memperbaiki kekurangan yang ada dalam 

pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban. 

c. Bagi pihak lain, penulis mengharapkan penelitian ini dapat 

menjadi referensi pihak-pihak yang ingin mendalami pelaksanaan 

akuntansi pertanggungjawaban dan sebagai bahan pertimbangan 

untuk penelitian selanjutnya. 

1.4 Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Matra Beton Mandiri (MBM) 

Pekanbaru yang beralokasi dijalan Melur Komplek Villa Panam, Blok 

A No 15-16 Sidomulyo Barat –Tampan- Pekanbaru, dari tanggal 

Februari 2020 samapi April 2020 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah: 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan seperti 

proses penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban 

diperoleh dari bagian akuntansi. 
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b. Data sekunder yaitu data yang diolah perusahaan yang erat 

hubungannya dengan masalah yang diteliti seperti sejarah 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, data anggaran, realisasi 

biaya dan daftar kode perkiraan diperoleh dari bagian akuntansi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik 

wawancara dengan bagian-bagian tertentu untuk mendapatkan data 

yang diperlukan dalam penelitian ini seperti proses penyusunan 

anggaran, data sekunder dan data yang diperlukan dalam proses 

penyusunan anggaran yang bersangkutan. 

4. Analisis Data 

Setelah data relevan dikumpulkan, lalu dilakukan analisis 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian 

biaya, maka untuk menganalisa data penulis menggunakan analisa 

data deskriptif. Dengan cara mengumpulkan data yang ada 

dilapangan, dikumpulkan lalu disusun agar dapat diteliti kemudian 

dibandingkan dengan teori yang relevan yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas kemudian akhirnya diambil suatu kesimpulan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Guna memudahkan dalam pembahasannya, maka penulisan proposal 

inidibagimenjadi 5 (Lima) bab sebagai berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai landasan teori tentang 

pengertian akuntansi pertanggungjawaban, syarat-syarat 

akuntansi pertanggungjawaban, pusat pertanggung 

jawaban, system pengendalian manajemen, konsep 

akuntansi pertanggungjawaban, tujuan dan manfaat 

akuntansi pertanggungjawaban, akuntansi pertanggung 

jawaban dalam islam 

BAB III  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yang 

membahas tentang sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi dan aktivitas perusahaan. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan melakukan 

analisis tentang struktur organisasi, analisis tentang 

anggaran biaya dan prosedur penyusunannya, analisis 

tentang biaya terkendali dengan biaya tidak terkendali, 

analisis tentang system kode perkiraan, analisis tentang 
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laporan pertanggungjawaban, analisis peranan akuntansi 

pertanggungjawaban terhadap penilaian prestasi. 

 BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 

kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1.  Pengertian Akuntansi Pertanggung jawaban 

Akuntasi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang 

mengakui adanya pusat-pusat pertanggung jawaban pada sebuah 

perusahaan. Akuntansi pertanggung jawaban timbul sebagai akibat adanya 

wewenang yang diberikan dan bagaimana mempertanggung jawabkannya 

dalam laporan tertulis. Dengan diterapkannya akuntansi pertanggung 

jawaban untuk mengendalikan biaya pada pusat-pusat biaya (cost center) 

akan memberikan penilaian terhadap kinerja pusat pertanggung jawaban 

tersebut. 

Sebelum membahasa akuntansi pertanggung jawaban lebih jauh 

perlu diketahui pengertian akuntansi pertanggung jawaban. Ada beberapa 

pengertian akuntansi pertanggung jawaban menurut para ahli. 

Pengertian akuntansi pertanggung jawaban menurut Hansen dan 

Mowen (2009:229) adalah: 

“Akuntansi pertanggung jawaban adalah alat fundamental untuk 

pengendalian manajemen dan ditentukan melalui empat elemen penting, 

yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja atau 

benchmarking, pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. 

Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan memengaruhi perilaku dalam 

cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan 

disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama”. 

 

Pengertian akuntansi pertanggung jawaban menurut Mulyadi (2011:218) 

adalah: 
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“ Sesuatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan 

dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat 

pertanggung jawaban dalam organisasi , dengan tujuan agar dapat 

menunjukan orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya 

dan pendapatan yang dianggarkan”. 

Pengertian akuntansi pertanggung jawaban menurut Samryn (2012:256) 

adalah : 

“Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatusistem akuntansi yang 

digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban 

sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan 

pusat pertanggungjawaban pusat pertanggungjawaban mereka sebagai 

bagian dari sistem pengendalian manajemen”. 

Pengertian akuntansi pertanggung jawaban menurut Harahap (2012:67) 

adalah: 

“sesuatu sistem dimana setiap bagian dibagi dalam satu unit pertanggung 

jawaban dan sistem pencatatan ditetapkan melapor prestasi masing-

masing bagian, bagian ini disebut pusat pertanggungjawaban”. 

Pengertian akuntansi pertanggung jawaban menurut Garrison (2013:126) 

adalah: 

 

“suatu sistem akuntansi yang disesuaikan dengan organisasi sedemikian 

rupa sehingga biaya yang dikumpulkan dan dilaporkan berdasarkan, 

sehingga biaya yang dikumpulkan dan dilaporkan  berdasarkan tingkat 

pertanggung jawaban yang ada didalam organisasi”. 

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan akuntansi 

pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang digunakan manajer untuk 

mengukur kinerja pada setiap pusat pertanggungjawaban dengan rencana 

(anggaran) dengan tindakan (hasil sesungguhnya) dari setiap pusat 

pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengukur kinerja seseorang 

dan/atau suatu departemen dalam pencapaian tujuan perusahaan 

 

. 
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2.2 Syarat-syarat Akuntansi Pertanggungjawaban 
 

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem, dimana 

dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi 

bagi pihak manajemen. Untuk dapat menerapkan suatu sistem akuntansi 

pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan maka perusahaan tersebut harus 

memenuhi beberapa persyaratan atau kriteria yang merupakan dasar 

terbentuknya sistem akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Mulyadi 

(2011:228) syarat-syarat penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban 

adalah sebagai berikut : 

a. Adanya struktur organisasi yang memisahkan secara tegas wewenang dan 

tanggung jawab setiap tingkatan manajemen. 

b. Anggaran biaya yang disusun untuk setiap tingkatan manajemen. 

c. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat tidaknya dikendalikan oleh 

tingkat manajemen tertentu dalam organisasi. 

d. Adanya sistem pengkodean perkiraan. Sistem pelaporan biaya-biaya 

kepada seseorang manager yang bertanggungjawab. 

Dari prasyarat diatas terlihat bahwa konsep akuntansi pertanggung 

jawaban ini mendasarkan pada klasifikasi pertanggung jawaban managerial 

(pusat-pusat pertanggung jawaban), anggaran biaya berfungsi sebagai tolak 

ukur pelaksanaan pengendalian, biaya diklasifikasikan berdasarkan dapat atau 

tidaknya dikendalikan oleh seseorang pemimpin departemen. Selain itu juga 

diperlukan bagan organisasi yang jelas menggambarkan wewenang masing-

masing bagian yang nantinya mudah dihubungkan dengan tanggung jawab atas 

terjadinya biayabiaya tertentu. Berikut ini akan diuraikan masing-masing syarat 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban: 
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2.2.1. Struktur Organisasi yang Memadai Sebagai Pola Pembagian 

Tanggung Jawab 

Struktur organisasi mencerminkan pembagian dan hierarki 

wewenang dalam perusahaan melalui struktur organisasi, manajemen 

melaksanakan tugaskhusus kepada manajemen yang lebih bawah agar 

dapat mencapai pembagian pekerjaan yang lebih bermanfaat. 

Menurut Kartadinata (2012:20) memberikan definisi organisasi 

adalah “organisasi pada dasarnya adalah penyusunan karangka kerja 

tempat dilakukannya kegiatan-kegiatan yang diiginkan dalam 

penentuan orang-orang yang harus melakukannya. 

Agar pelaporan dapat dilaksanakan biasanya alat bantu yang 

sering digunakan untuk memvisualisasikan struktur organisasi ini 

berupa garis-garis pertanggung jawaban di antara para manager itu 

yang dikenal dengan istilah bagan organisasi. Tanggung jawab 

merupakan kewajiban seorang manager untuk melaksanakan fungsi-

fungsi yang dibebankan serta mempertanggungjawabkan hasil kerjanya 

tersebut terhadap atasannya. Wewenang adalah hak untuk memutuskan 

apa yang sebenarnya dikerjakan, hak-hak untuk mengerjakan suatu 

wewenang didelegasikan dari tingkat manajemen yang paling atas 

ketingkat yang paling bawah. Sedangkan pelaporan adalah suatu syarat 

bagi seorang manager untuk menjawab partanyaan mengenai hasil-hasil 

yang telah dikerjakan. Bila seorang manager diberi tanggung jawab 

untuk mengerjakan sesuatu, maka ia berkewajiban untuk melaporkan 

sekaligus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya tersebut terhadap 

atasannya.  
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaporan pada 

dasarnya adalah sisi lain dari pertanggungjawaban. Sesuai dengan 

prinsip akuntabilitas maka baik tidaknya sistem akuntansi 

pertanggungjawaban akan tergantung pada layak tidaknya sistem 

pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi yang baik 

artinya telah melaksanakan prinsip-prinsip pembagian tanggung jawab 

dan wewenang yang benar, dalam perusahaan tersebut dapat 

diselenggarakan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang efektif. 

a. Penyusunan Anggaran 

Anggaran pada pusat pertanggungjawaban juga merupakan 

salah satu syarat untuk menerapkan sistem akuntansi 

pertanggungjawaban karena anggaran dapat juga dijadikan sebagai 

alat pengukur manajemen yaitu membandingkan antara realisasi 

dengan anggaran, tanpa adanya anggaran maka perencanaan dan 

pengukuran akan sulit untuk dilakukan. 

1.  Pengertian Anggaran 

Anggaran adalah ramalan yang menyatakan perencanaan dan 

kebijakan manajemen untuk masa mendatang sebagai pedoman bagi 

kegiatan periode yang telah ditetapkan, sehingga harus disesuaikan 

dengan sifat dan kondisi perusahaan. Anggaran juga merupakan 

rencana tertulis mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 

Definisi anggaran menurut Munandar (2012:1) adalah : 
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“Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis 

yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam 

unit moneter yang berlaku dalam jangka waktu tertentu di masa yang 

akan datang. 

Menurut saputro dan Asri ( 2013:7)  adalah : 

Anggaran adalah merupakan suatu pendekatan yang formal dan sistematis 

dari pelaksanaan tanggungjawab dari manajemen dalam perencanaan, 

koordinasi dan pengawasan. 

Jadi inti yang terkandung dalam pengertian anggaran menurut Adisaputro 

dan Asri (2005) adalah : 

a) Anggaran harus bersifat formal, artinya anggaran disusun dengan 

sengaja dan sungguh-sungguh dalam bentuk tulisan. 

b) Anggaran harus bersifat sistematis, yaitu bahwa anggaran tersebut 

disusun dengan urutan dan berdasarkan logika. 

c) Bahwa setiap manajer diharapkan pada suatu tanggungjawab untuk 

mengambil suatu kesimpulan sehingga anggaran itu merupakan suatu 

hasil dari pengambilan keputusan yang berdasarkan beberapa asumsi 

tertentu. 

d) Bahwa keputusan yang di ambil para manajer merupakan pelaksanaan 

fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi dan laporan. 

e) Dalam penyusunan anggaran hanya mungkin dilakukan jika tersedia 

informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi  
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pertanggungjawaban merupakan sarana informasi yang penting dalam 

proses perencanaan dan pengendalian aktifitas organisasi. 

2.  Proses Penyusunan Anggaran 

Dalam proses penyusunan anggaran partisipasi seluruh bagian 

organisasi sangat penting seperti dijelaskan Mulyadi (2011:129) yaitu 

anggaran harus disusun untuk tiap tingkatan manajemen dalam 

organisasi, tiap manajemen harus mengajukan rencana anggaran biaya 

yang berada dibawah tanggungjawabnya masing-masing. Rencana 

anggaran ini kemudian dikombinasikan dan diselaraskan satu sama 

lain oleh komisi anggaran. Setiap perubahan harus dirundingkan dan 

diberitahukan kepada manager dalam penyusunan anggaran biaya 

sehingga menimbulkan partisipasi mereka untuk mencapai target yang 

telah ditentukan. 

Dengan demikian masing-masing manager akan merasa bahwa 

anggaran biaya untuk bagiannya adalah anggaran dan bersedia dinilai 

atas anggaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran sering timbul 

masalah yaitu apakah anggaran biaya yang diajukan meliputi semua 

biaya, baik biaya yang dapat dikendalikan dan biaya yang tidak dapat 

dikendalikan oleh manager. Kedua biaya itu tergantung pada 

kebijaksanaan manager, tetapi biaya yang dapat dikendalikan harus 

dipertanggungjawabkan oleh masing-masing manager. Ada beberapa 

tahapan yang dilakukan dalam menyusun anggaran: 

a) Tahap pengenalan tujuan organisasi dan sasaran jangka pendek. 
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b) Tahap pengembangan strategi dan rencana. 

c) Tahap penyusunan anggaran. 

d) Tahap pengukuran dan penafsiran pelaksanaan anggaran. 

e) Tahap pengevaluasian kembali tujuan sasaran, strategi dan 

rencana. 

Dalam penyusunan anggaran, harus ditentukan seseorang yang 

bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengkoordinasi proses 

penyusunan anggaran perusahaan secara keseluruhan. Seseorang itu 

bertindak sebagai direktur anggaran, biasanya adalah controller yang 

bekerja di bawah koordinasi komite anggaran. Anggota komite dapat 

terdiri atas pimpinan dan wakil pimpinan masing-masing bagian 

perusahaan. Komite anggaran memberikan arahan dalam menyusun 

anggaran, mengenai perbedaan-perbedaan yang timbul ketika 

anggaran disiapkan, menyetujui anggaran dan mengawasi pelaksanaan 

anggaran pada tahun berjalan. 

Proses penyusunan anggaran merupakan proses penyusunan 

kerja jangka pendek dalam perusahaan yang berorientasi pada laba. 

Oleh karena itu, proses penyusunan anggaran sering juga disebut 

proses perencanaan laba (ProfitPlanning). Sedangkan penggunaan 

anggaran sebagai alat pengendalian kegiatan dalam suatu organisasi 

disebut pengendalian budgeting atau pengendalian melaluianggaran. 
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3. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian 

Sebagai alat pengendalian, anggaran dapat dijadikan sebagai 

dasar pengukuran dan penilaian prestasi dari masing-masing pusat 

pertanggungjawaban. Proses pengendalian anggaran dapat dilaksanakan 

melalui 3 tahap menurut Mulyadi (2011:156) yaitu: 

a) Tahap Penetapan Sasaran Informasi akuntansi pertanggungjawaban 

dalam tahap ini berperan sebagai alat pengiriman peran (role 

sending device). 

b) Tahap Implementasi Anggaran kemudian diimplementasikan 

kepada para manager perusahaan yang berupa informasi mengenai 

harapan manajemen puncak, alokasi sumber daya, kuota produksi 

dan batas waktu. 

c) Tahap Pengendalian dan Evaluasi Kerja 

Dalam tahap ini kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan 

standar yang tercantum dalam anggaran untuk menunjukkan bidang 

masalah dalam organisasi dan saran-saran yang diperlukan untuk 

perbaikan bagi kinerja di bawah standar. 

2.2.2. Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali 

Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, tidak semua 

biaya yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban dapat di 

kendalikan oleh manager yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk 

tujuan penilaian dalam dua bagian yaitu biaya terkendali dan biaya 

tidak terkendali. Biaya terkendalikan adalah biaya-biaya yang dapat 
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dipengaruhi oleh seorang manager pada suatu periode, sedangkan 

biaya tidak terkendalikan adalah biaya-biaya yang tidak dapat 

dipengaruhi oleh manager maupun seorang pimpinan dalam jangka 

pertanggungjawaban harus dipisahkan dalam pengumpulan dan 

pelaporannya. Adapun seorang manager atas biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan. Walaupun batasan dari biaya terkendalikan dan 

biaya yang tidak terkendalikan seringkali dalam prakteknya sulit 

untuk dilaksanakan disebabkan ketidaktahuan manager tentang 

pemisahan kedua biaya tersebut. 

Menurut Mulyadi (2011:184) ada beberapa pedoman yang dapat 

dipakai untuk menentukan apakah seorang manager pusat 

pertanggungjawaban bertanggungjawab terhadap biaya yang terjadi yaitu : 

1. Jika seorang manager dapat secara significant mempengaruhi jumlah biaya 

tertentu melalui tindakannya sendiri, ia dapat dibebani biaya tersebut 

2. Jika seorang manager memiliki wewenang-wewenang baik dalam 

perolehan maupun dalam penggunaan jasa, ia harus dibebani dengan biaya 

jasa tersebut. Seorang manager jelas dapat mempengaruhi jumlah biaya 

3. jika ia memiliki wewenang dan memperoleh dan menggunakan jasa. 

Meskipun seorang manager tidak dapat secara significant 

mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakannya sendiri, ia dapat 

juga dibebani biaya tersebut jika manajemen puncak menghendaki ia 

menaruh perhatian, sehingga ia dapat membantu manager lain yang 

bertanggungjawab untuk mempengaruhi biaya itu. Seseorang jelas dapat 
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mempengaruhi jumlah suatu biaya jika ia memiliki wewenang dalam 

memperoleh dan menggunakan jasa. Manager pemasaran yang 

smempunyai wewenang memutuskan media promosi dan jumlah biayanya 

jelas bertanggungjawab penuh terhadap terjadinya biaya tersebut. 

Adapun tujuan dari pengelompokan biaya tersebut adalah untuk 

mempertegas tanggung jawab seorang manager atau individu atas biaya 

yang telah dikeluarkan. 

2.2.3. Sistem Kode Perkiraan 

Akuntansi pertanggungjawaban juga memerlukan suatu sistem 

pengkodean perkiraan. Sistem pengkodean perkiraan ini terutama 

diperlukan untuk dapat dengan cepat mengidentifikasi biaya. Pada 

umunya identifikasi ini untuk menunjukkan pusat biaya, sifat biaya, 

kelompok biaya, dan dapat tidaknya sbiaya dikendalikan. Sistem 

pengkodean perkiraan juga berfungsi untuk mengurangi 

biayapelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban, dimana kode 

perkiraan dapat mengurangi waktu dan jumlah pencatatan. 

Menurut Mulyadi (2011:198) prosedur pengumpulan data biaya-

biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut : 

a) Atas dasar media pebukuan, dicatat tiap jenis biaya ke dalam kartu 

biaya. 

b) Dalam kartu biaya itu digolongkan jenis dan terkendali tidaknya biaya 

serta pusat biaya dimana biaya tersebut terjadi. Kartu biaya 
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merupakan alat distribusi biaya untuk keperluan akuntansi 

pertanggungjawaban. 

c) Secara periodik (misalnya sebulan sekali) biaya terkendali yang 

tercatat dalam kartu biaya dijumlah dan disajikan dalam bentuk 

laporan pertanggungjawaban biaya. 

Oleh karena itu, biaya yang terjadi dikumpulkan untuk setiap 

tingkatan manajemen, maka biaya-biaya harus digolongkan dan diberi 

kode sesuai dengan tingkat-tingkat manajemen yang terdapat dalam 

struktur organisasi. Tingkat manajemen merupakan pusat 

pertanggungjawaban dan akan dibebani biaya-biaya yang terjadi di 

dalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendali dan biaya yang 

tidak terkendali. Sistem pengkodean perkiraan itu terutama diperlukan 

untuk dapat dengan cepat mengidentifikasikan biaya-biaya. Pada 

umumnya identifikasi ini untuk hal-hal sebagai berikut : 

a) Pusat biaya 

b) Sifat biaya 

c) Kelompok biaya 

d) Dapat tidaknya diawasi  

Selain ditujukan untuk hal-hal diatas, sistem pengkodean 

perkiraan juga berfungsi untuk mengurangi biaya pelaksanaan 

akuntansi pertanggungjawaban, dimana kode perkiraan dapat 

mengurangi waktu dan jumlah pencatatan 
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2.3 Pusat Pertanggungjawaban 

2.3.1 Definisi Pusat Pertanggungjawaban 

Pusat pertanggungjawaban adalah unit-unit sebuah organisasi yang 

memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk mencapai suatu 

tujuan yang dipimpin oleh seorang manager yang bertanggungjawab 

terhadap semua aktivitas yang terjadi didalam setiap unitnya. Pusat 

pertanggungjawaban dapat meliputi semua atau sebagian kegiatan atau 

aktivitas yang ada dalam suatu perusahaan. Tetapi pusat 

pertanggungjawaban ini tidak selalu sama pada setiap perusahaan, 

tergantung pada bidang mana pusat pertanggungjawaban ini diterapkan. 

Menurut Garrison dan Noren (2009 : 134) pusat pertanggungjawaban 

yaitu “Pusat pertanggung jawaban adalah segala sesuatu apapun yang ada 

dalam suatu organisasi dimana pengendalian atas pengeluaran biaya atau 

pengendalian atsa perolehan dapat diharapkan dijumpai disitu, suatu pusat 

pertanggung jawaban dapat dijumpai berupa orang, operasi,departemen, 

perusahaan, devisi, atau apapun keseluruhan organisasi itu sendiri. 

Dalam suatu pusat pertanggungjawaban juga terdapat dua unsur yaitu 

unit organisasi dan manager yang memimpinnya. Selain itu pusat 

pertanggungjawaban juga melakukan tiga kegiatan yaitu : 

1. Penggunaan input atau masukan. 

2. Melakukan pengolahan terhadap input tersebut. 

3. Menghasilkan output atau keluaran sebagai hasil dari proses olahan. 
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Apabila suatu perusahaan ingin menetapkan suatu organisasi sebagai suatu 

pusat pertanggungjawaban, maka ada beberapa kriteria yang harus terlebih dahulu 

dipenuhi, yaitu : 

1. Adanya pembagian tugas, tanggung jawab yang jelas di antara pusat-pusat 

pertanggung jawaban maupun dalam pusat pertanggungjawaban itu sendiri. 

2. Adanya pelimpahan wewenang yang jelas kepada pimpinan pusat 

pertanggungjawaban. 

3. Manager atau pimpinan pusat pertanggungjawaban harus mampu 

mengawasi biaya-biaya yang terjadi dalam pusat pertanggungjawaban yang 

dipimpinnya. 

2.3.2 Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban 

Pusat pertanggungjawaban dapat meliputi semua kegiatan yang ada 

dalam perusahaan, karena itu pusat pertanggungjawaban antara suatu 

perusahaan dengan perusahaan lain berbeda. Pada umunya ada empat jenis 

pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan. Atas dasar hubungan 

antara masukan (input) dan keluaran (output) dan untuk hal apa 

manajemen bertanggungjawab. 

Menurut Syamryn (2012:71) ada empat pusat pertanggungjawaban yaitu : 

1. Pusat Pendapatan (Revenue Center) 

2. Pusat Biaya (Cost Center) 

3. Pusat Laba (Profit Center) 

4. Pusat Investasi (Investment Center) 
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Pusat pertanggungjawaban yang dipaparkan oleh Syamryn tersebut di atas 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pusat Pendapatan (Revenue Center)  

Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungj awaban yang 

mengaitkan tanggung jawab pimpinan terhadap pendapatan. Pada dasarnya 

setiap pusat pendapatan juga merupakan pusat biaya, namun pengukuran 

utamanya dititik beratkan pada pendapatan, keluarannya dapat diukur 

dengan nilai uang, sedangkan masukannya tidak dapat diukur dengan nilai 

uang. Proses pengendalian pada pusat pertanggungjawaban ini adalah 

dengan menetapkan anggaran penjualan terlebih dahulu, sehingga prestasi 

manager pusat pertanggungjawaban ini diukur dengan membandingkan 

antara anggaran penjualan dan realisasi anggaran. Pada pusat ini output 

diukur dalam satuan moneter tapi tidak ada usaha formal yang dibuat untuk 

menghubungkan antara input dan output.  

Sehubungan dengan biaya yang terjadi pada pusat pendapatan ini, maka 

biaya-biaya yang diperhitungkan hanyalah biaya-biaya yang dapat 

dikendalikan oleh pusat pendapatan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pada pusat pendapatan antara keluaran dan masukan tidak terdapat 

hubungan yang erat dan nyata. Keluaran (dalam bentuk pendapatan) dapat 

diukur dengan satuan moneter sedangkan masukan (biaya) tidak dapat 

diukur. Di dalam pusat pendapatan ini manager pusat tidak diminta 

pertanggung jawabannya mengenai masukannya, karena tidak 

mempengaruhi pemakaian masukan tersebut.  
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Pada pusat ini, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka 

semakin baik prestasi manager tersebut. Contoh pusat pendapatan ini adalah 

pada departemen pemasaran. Departemen pemasaran ini bertanggungjawab 

atas pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan tanpa harus dibebani 

tanggung jawab mengenai biaya yang terjadi di departemennya, karena 

biaya tidak ada hubungannya dengan pendapatan yang diperoleh departemen 

itu. 

2.  Pusat Biaya (Cost Center)  

Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manager 

diukur berdasarkan masukan (biaya) yang dinyatakan dalam bentuk uang. 

Jadi prestasi kerja pusat biaya diukur atas efisiensi operasi atas jumlah input 

yang digunakan dalam berproduksi untuk menghasilkan output.  

 Pusat biaya adalah suatu segmen atau bagian dalam organisasi dimana 

manager bertanggungjawab atas biaya yang terjadi dalam segmen tersebut 

(Hariadi, 2012:254). Biaya yang timbul dalam suatu pusat pertanggung 

jawaban tidak selalu sebagai akibat dari keputusan yang timbul oleh 

manager pusat pertanggung jawaban yang bersangkutan, karena tidak semua 

biaya yang terjadi itu dapat dikendalikan oleh manager yang bersangkutan.  

Maka didalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat 

pertanggungjawaban harus dipisahkan antara biaya-biaya yang terkendali 

(Controllable Cost) dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan 

(Uncontrollable Cost). Hanya biaya yang terkendalikan yang perlu diminta 

pertanggungjawaban dari manager pusat pertanggungjawaban itu. 
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3. Pusat Laba (Profit Center)  

Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban dimana prestasi manager 

diukur dari selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan tersebut. Oleh karena itu, dalam pusat laba baik 

masukan (biaya yang dikonsumsi) maupun keluaran (pendapatan yang 

dicapai) dapat diukur dengan satuan moneter untuk memperhitungkan laba 

yang dipakai sebagai pengukuran prestasi manager. Semakin tinggi laba 

yang dicapai, maka semakin baik pula prestasi seorang manager. Pusat laba 

adalah suatu bagian dalam organisasi dimana manager bertanggungjawab 

terhadap penghasilan dan biaya yang terjadi dalam bagiannya. (Hariadi, 

2012:259). 

Ada beberapa alasan perusahaan menggunakan pusat laba yaitu: 

a. Untuk mengukur prestasi masing-masing bagian dari segi laba yang 

dicapainya. 

b. Untuk mengontrol biaya agar lebih efektif sehubungan dengan total laba 

perusahaan. 

c. Untuk mengukur kontribusi masing-masing bagian dibandingkan dengan 

total laba perusahaan. 

d. Agar masing-masing dapat dialokasikan sumber daya perusahaan 

menurut kontribusi masing-masing bagian. 

4.  Pusat Investasi (Investment Center) 

Pusat investasi ini merupakan suatu unit organisasi yang 

bertanggungjawab terhadap penggunaan harta perusahaan didalam 
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aktivitas operasionalnya. Pada pusat pertanggungjawaban ini 

memfokuskan perhatian terhadap laba dibandingkan dengan harta 

investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba dalam operasional. 

Untuk mengukurnya ada dua alternatif metode yang dapat digunakan 

yaitu metode ROI (return on investment) dan RI (residual income) 

terhadap hasil yang diperolehnya. Hasil pengukuran metode-metode 

tersebut dibandingkan dengan angka yang dianggarkan sebelumnya. 

2.4 Sistem Pengendalian Manajemen 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Manajemen 

Pengendalian manajemen adalah proses dimana para manager 

mempengaruhi anggota organisasi lainya untuk mengimplementasikan 

strategiorganisasi. Pengendalian meliputi tindakan untuk menuntun dan 

memotivasi upayapencapaian tujuan maupun tindakan untuk 

mendeteksi dan memperbaikipelaksanaan yang tidak dapat menekan 

batas minimum dari penyimpangan yangterjadi terhadap rencana yang 

telah ditetapkan.Fungsi yang dilakukan manajemen bertujuan untuk 

menyelaraskanpekerjaan orang-orang didalam perusahaan dengan 

tujuan manajemen. Perananmanajemen dalam pengendalian ini disebut 

pengendalian manajemen dan sistemyang digunakan dinamakan sistem 

pengendalian manajemen.Sejalan dengan pengendalian manajemen 

diatas, ada dua metode yangdapat dilakukan dalam pengendalian, yaitu  

1. Pengendalian dengan menggunakan biaya standar 

2. Pengendalian dengan menggunakan anggaran 
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Pengendalian dengan menggunakan biaya standar lebih 

dikhususkan kepada pengendalian biaya. Metode ini diangkat dari konsep 

akuntansi biaya. Biaya standar merupakan biaya yang telah ditentukan 

terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena sebelum proses dimulai, maka 

unsur-unsur biaya dianalisis dengan jalan menentukan biaya seharusnya 

dalam tingkat harga dan cara produksi yang wajar. 

Sedangkan suatu metode pengendalian yang lebih luas yang tidak 

hanya difokuskan kepada satu hal pengendalian biaya saja adalah 

pengendalian yang menggunakan metode anggaran. Metode ini 

melahirkan konsep akuntansi pertanggungjawaban. Anggaran merupakan 

suatu pernyataan perencanaan dan kebijakan manajemen untuk masa 

mendatang sebagai pedoman bagi kegiatan periode yang telah ditentukan. 

Oleh sebab itu, harus sesuai dengan sifat dankondisi perusahaan. 

2.4.2 Struktur Pengendalian Manajemen 

Struktur pengendalian manajemen lebih di tekankan pada pusat-

pusat pertanggungjawaban (Responsibility Center). Untuk suatu 

pengendalian laba, organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga 

wewenang dan tanggungjawab tiap-tiap pimpinan jelas. Tanggungjawab 

timbul sebagai akibat dari adanya pendelegasian wewenang dari suatu 

tingkat manajemen yang lebih tinggi ketingkat manajemen yang lebih 

rendah. Untuk dapat dimintai pertanggung jawaban,manajemen tingkat 

lebih rendah harus mengetahui secara lebih jelas wewenangyang 

diberikan atasannya. 
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2.5 Konsep Akuntansi Pertanggungjawaban 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem pengendalian 

manajemen terdiri dari struktur dan proses. Bila kita mengaitkan konsep 

akuntansi pertanggungjawaban sebagai pengendalian manajemen maka 

dapat dilihat bahwa karakteristik dari konsep akuntansi pertanggungjawaban 

menggambarkan struktur dan proses dari sistem pengendalian manajemen. 

Pusat pertanggungjawaban yang meliputi pusat pendapatan, pusat biaya, 

pusat laba dan pusat investasi suatu struktur pengendalian manajemen. 

Sedangkan penggunaan konsep anggaran serta adanya fungsi pelaporan atas 

kegiatan pelaksanaan anggaran (yang tercermin dari adanya laporan), 

merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen. 

Dengan demikian konsep akuntansi pertanggungjawaban perlu 

diterapkan didalam proses pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan 

karena akuntansi dari pusat-pusat pertanggungjawaban, baik yang berupa 

rencana maupun yang telah terjadi, sehingga penerapan konsep akuntansi 

pertanggungjawaban dapat membantu dalam proses pengendalian 

manajemen tersebut. Sejalan dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban 

khususnya untuk lebih mengefektifkan pengendalian manajemen dibidang 

biaya di setiap pusat biaya, maka diperlukan pemisahan biaya terkendali 

sebagai batasan pertanggungjawaban. Karakteristik lain yang dimiliki 

konsep akuntansi pertanggungjawaban adalah performance report. 

Performance report merupakan suatu laporan yang menampilkan data dari 

pusat pertanggungjawaban, yang membandingkan hasil sebenarnya dengan 
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anggaran yang telah dibuat sebelumnya, sekaligus mengidentifikasi 

masalah-masalah yang ditemukan dari penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi. 

Performance report ini akhirnya akan dievaluasi dan dipakai sebagai 

acuan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan dalam mengoreksi 

penyimpangan tersebut. Oleh sebab itu, performance report yang disusun 

harus memenuhi prinsip-prinsip dasar laporan yang efektif bagi 

pengendalian manajemen. Dari uraian diatas, maka dikatakan bahwa 

karakteristik akuntansi 

pertanggungjawaban dapat memenuhi konsep pengendalian 

manajemen, dengan konsep pertanggungjawaban dapat dipakai sebagai alat 

pengendalian biaya. 

2.6 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban 

2.6.1 Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban 

Tujuan utama akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk 

memenuhi salah satu tujuan akuntansi biaya yaitu sebagai alat 

pengendalian biaya. Tujuan akuntansi biaya secara keseluruhan 

menurut (Hariadi, 2012:267) adalah : 

1. Untuk menentukan jumlah biaya produksi 

2. Untuk menentukan nilai persediaan 

3. Untuk mengendalikan biaya. 

Untuk mengendalikan biaya, pengumpulan dan pelaporan biaya 

dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban dilakukan untuk tiap 
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tingkatan manajemen. Tiap level tersebut bertanggungjawab atas biaya 

yang berada di bawah pengendalian masing-masing biaya dihubungkan 

dengan pejabat yang bertanggungjawab atas terjadinya biaya tersebut, 

kemudian dibuat rekapitulasi sebagai dasar pembuatan laporan kepada 

pejabat bersangkutan. 

2.6.2 Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban 

Manfaat akuntansi pertanggungjawaban ini dikutip dari buku 

Mulyadi (2011:131) yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagai pemotivasi bagi manager. 

2. Sebagai penilai kinerja manager pusat pertanggungjawaban. 

3. Untuk mengendalikan biaya. 

4. Sebagai alat pengendalian keputusan. 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan manfaat akuntansi 

pertanggungjawaban adalah: 

1. Sebagai pemotivasi manager, Memotivasi kerja para manager 

merupakan bagian dari tugas manajemen puncak. Motivasi tumbuh 

karena adanya balas jasa yang memadai. Namun demikian sistem 

balas jasa tidaklah cukup dapat menjamin prestasi para manager atau 

karyawan menjadi lebih baik, sebab disamping itu ada syarat lainya 

yaitu adanya sistem pengukuran prestasi yang adil dan wajar, dimana 

sistem pengukuran prestasi tersebut dapat mengukur prestasi setiap 

pekerjaan masing-masing. Sehingga dengan demikian sikap negatif 
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yang tidak diinginkan seperti saling curiga antar manager, 

menganggap tidak adil kepada atasan dapat dihilangkan. 

2. Sebagai penilai kinerja manager pusat pertanggung jawaban, Prestasi 

kerja para manager dievaluasi dengan menggunakan alat bantu yaitu 

sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi 

pertanggungjawaban ini memberikan manfaat yaitu menyediakan 

informasi mengenai tolak ukur atas standar prestasi kerja para 

manager. Melalui sistem ini, standar prestasi kerja para manager 

dapat dibentuk secara layak sesuai dengan jenis, wewenang dan 

tanggungjawab masingmasing manager. Keputusan-keputusan 

mengenai balas jasa untuk para manager dapat diterapkan secara 

layak dan adil, dan hal ini dapat meningkatkan tingkat kepuasan kerja 

para manager. 

3. Untuk mengendalikan biaya, Tujuan dari pengendalian biaya ini 

adalah untuk memperoleh jaminan prestasi atas hasil, baik barang 

maupun jasa sesuai dengan kualitas yang dikehendaki dari jumlah 

pemakaian bahan, tenaga kerja, usaha dan fasilitas tertentu. 

4. Sebagai alat pengambilan keputusan, Keputusan dapat diambil dengan 

cepat karena dilaksanakan langsung oleh manager pada pusat 

pertanggungjawaban yang mengetahui  permasalahan dan informasi 

yang diperlukan untuk pemecahan masalah yang terjadi. 
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2.7. Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Islam  

2.7.1 Tanggungjawab Manusia Terhadap Perbuatan  

Akuntansi pertanggungjawaban dalam Islam lebih ditekankan 

pada tanggungjawab manusia terhadap perbuatannya kepada sang 

pencipta. Manusia diciptakan bukan untuk bersantai-santai, melainkan 

untuk menjalankan tugastugas yang diemben kepadanya. Mengetahui 

cara menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawab dengan benar 

merupakan jalan yang lurus. Sifat amanah dan jujur akan menimbulkan 

sikap komitmen seorang akuntan, atau yang mencatat dan membuat 

laporan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan sikap 

mental. Apabila seorang akuntan keluar dari sifat jujur dan 

tanggungjawab demi kepentingan dan keinginan sendiri berarti ia telah 

mengkhianati Allah dan Rasulnya. Firman Allah tentang 

pertanggungjawaban manusia terhadap perbuatannya dalam surat A -Isra’ 

ayat 13-15: 

                               

                         

                            

                      

 

Artinya : “Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal 

perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. dan Kami 

keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya 
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terbuka. "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini 

sebagai penghisab terhadapmu". Barangsiapa yang berbuat sesuai 

dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk 

(keselamatan) dirinya sendiri; dan Barang siapa yang sesat Maka 

Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang 

yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan 

meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul”. 

  

Pertanggungjawaban manusia tidak hanya dilaporkan manusia 

(manager) kepada manusia (Direktur Perusahaan), tetapi juga kepada 

Allah SWT (Top Manager) atas segala perbuatan yang telah 

dilakukannya. Manusia yang mengerjakan sesuatu namun tidak 

mengetahui pekerjaannya sama sekali merupakan penyebab kegagalan 

suatu usaha dan pekerjaan. Firman Allah SWT dalam surat Al-Isr  و ayat 

36: 

                                    

    

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, 

penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 

pertanggungjawabannya”.  

2.7.2 Efektifitas dan Efisiensi Kerja Dalam Islam  

Islam juga menganjurkan untuk melakukan tugas-tugas dan 

pekerjaan tanpa adanya penyelewengan dan kelalaian, dan bekerja secara 

efisien dan penuh kompetensi. Ketekunan dan ketabahan dalam bekerja 

dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai nilai terhormat. Suatu 

pekerjaan kecil yang dilakukan secara konsisten dan profesional lebih baik 
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dari sebuah pekerjaan besar yang dilakukan dengancara musiman dan 

tidak profesional. Seperti Firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 26 

berbunyi:  

                            

     

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:” Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya 

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya” 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  

3.1.  Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Mitra Beton Mandiri berkedudukan di pekanbaru yang anggaran 

dasarnya termuat dalam akta tertanggal tujuh belas Oktober dua ribu delapan  

(17/10/2008) Nomor 30, yang dibuat dihadapan Hj. YULFITA RAHIM Sarjana 

Hukum. Notaris di pekanbaru anggaran dasar yang mana telah mendapat 

pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang berdasarkan Surat 

Keputusan Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

tetanggal dua puluh empat Nopember dua ribu delapan (24/11/2008), Nomor 

AHU-89242.AH.01.01. Tahun 2008. 

Sesuai akta pendirian dinyatakan bahwa, struktur modal PT Mitra Beton 

Mandiri adalah: 

1. Modal dasar sebesar  Rp. 2.400.000.000,00 (Dua milyar empat ratus juta) 

2. Modal yang disetor Rp. 600.000.000,00 dengan kepemilikan sebagai 

berikut: 

- Ir. Septian Anwar  Rp. 540.000.000,00  90% 

- Yohandes, SH  Rp. 60.000.000,00    10% 

  Susunan Pengurus : 

- Ir. Septian Anwar  Direktur 

- Yohandes, SH  Komisaris 
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Pada tanggal sembilan belas Pebuari dua ribu sembilan (19/02/2009), telah 

dilakukan perubahan Pemegang saham dan Pengurus, yang termuat dalam akta 

Nomor 27 tanggal sembilan belas Pebuari dua ribu sembilan (19/02/2009). 

Pemegang saham: 

- Ir. Septian Anwar  Rp. 360.000.000,00     60% 

- Ir. Irzawadi  Rp. 240.000.000,00  40% 

Susunan Pengurus yaitu: 

- Ir. Irzawadi  Direktur 

- Ir. Septian Anwar  Komisaris 

3.2.Struktur Organisasi 

Adapun rincian tugas serta tanggung jawab dari pimpinan dan bagian-

bagian yang terdapat didalam struktur organisasi, adalah sebagai berikut: 

1. Dewan Komisaris 

Komisaris atau pemilik perusahaan merupakan pimpinan tertinggi dari 

perusahaan. Komisaris memiliki wewenang dalam merencanakan, mengambil 

keputusan, menetapkan target, dan program pengembangan perusahaan. 

2. Direktur 

 Direktur merupakan perpanjangan tangan dari Komisaris. Direktur 

bertanggung jawab kepada Komisaris atas segala yang terjadi di perusahaaan. 

Tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang dimiliki oleh direktur antara lain : 

a. Memimpin, mengarahkan, menugaskan, mengawasi seluruh jajaran 

yang berada dibawah tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 
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b. Memastikan seluruh karyawan yang berada dibawah tanggung 

jawabnya menjalankan tugas dengan baik, efektif, dan efisien. 

c. Berhak mempromosikan, merotasi, memberhentikan karyawan 

berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan yang dilakukan. 

d. Memberikan laporan atau masukan kepada dewan komisaris atas 

perkembangan, hasil serta rencana perusahaan agar dewan komisaris 

dan pemilik perusahaan dapat menetapkan target serta program 

pengembangan perusahaan. 

e. Memberikan usulan kepada dewan komisaris atau pemilik perusahaan 

demi kemajuan perusahaan 

f.     Menjalin dan menjaga hubungan baik perusahaan dengan instansi 

pemerintah serta masyarakat sekitar perusahaan. 

3. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi 

Tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya meliputi : 

a. Membuat rencana pengeluaran biaya operasional yang akan dikeluarkan 

oleh perusahaan dengan berkoordinasi dengan bagian produksi, 

pembelian, pemasaran, administrasi, dan lain-lain. 

b. Melakukan analisis biaya dan melakukan pengendalian terhadap biaya-

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan berkoordinasi dengan 

bagian produksi, pembelian, pemasaran, administrasi dan lainlain. 

c. Melakukan pencatatan segala transaksi yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan yang 

ada di perusahaan. 
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d. Melakukan penagihan atas piutang-piutang yang belum terbayar dan 

melakukan penagihan dengan sebaik-baiknya. 

e. Membuat laporan keuangan terhadap hasil kerja yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

f. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai 

dengan target yang ditentukan. 

g. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan (RKAP). 

h. Mengusulkan sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan yang 

memadai untuk pengembangan sistem informasi akuntansi & keuangan 

dan bentuk-bentuk pelaporan. 

i. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan keuangan (neraca, laporan 

laba/rugi, laporan arus kas) yang auditabel secara berkala beserta 

perinciannya (bulanan, triwulan maupun akhir tahun) sesuai dengan 

kebijakan akuntansi kepada Direksi. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kepala Bagian 

Keuangan dan Akuntansi membawahi 3 bagian yaitu :  

a. Bagian Akuntansi 

b. Bagian Hutang Piutang 

c. Bagian Kas/ Verifikasi 

4. Kepala Bagian Umum dan Personalia 

Kepala Bagian Umum dan Personalia mempunyai tugas dan wewenang 

sebagai berikut : 
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1. Bertanggung jawab atas pengaturan dan pelaksanaan masalah tata usaha 

personalia/kepegawaian. 

2. Bertanggung jawab atas perekrutan dan pencarian tenaga kerja baru sesuai 

dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. 

3. Bertanggung jawab atas kontrak dan gaji/upah karyawan. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kepala Bagian Umum 

dan Personalia membawahi 2 bagian yaitu :  

a. Bagian Personalia 

b. Bagian Umum 

5. Kepala Bagian Niaga/Pemasaran  

 Kepala Bagian Niaga/Pemasaran bertanggung jawab terhadap kelancaran 

kegiatan pemasaran dan distribusi produk perusahaan. Kepala Bagian 

Niaga/Pemasaran mengepalai karyawan yang bekerja dibagian pemasaran. Tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang Kepala Bagian Niaga/Pemasaran meliputi : 

a. Melakukan usaha-usaha untuk mencari konsumen baru serta 

memelihara dan meningkatkan hubungan kerja dengan para konsumen 

yang sudah ada. 

b. Membuat surat penawaran dan mengirimkan contoh produk kepada 

calon konsumen atau konsumen yang sudah ada. 

c. Menerima pesanan dan melaksanakan penjualan sesuai dengan harga 

yang ditetapkan, mutu dan jumlah yang ditentukan oleh konsumen pada 

waktu yang telah disepakati. 
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d. Membuat surat penagihan kepada konsumen sesuai kelengkapan 

dokumen yang diperlukan dalam penagihan. 

e. Melakukan koordinasi dengan bagian produksi agar pesanan yang 

diterima dapat dikirim tepat waktu. 

f. Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan atas piutang-piutang 

yang belum terbayar dan melakukan penagihan dengan sebaik-baiknya. 

g. Membuat laporan hasil kerja yang menjadi tanggung jawabnya. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kepala Bagian 

Niaga/Pemasaran membawahi 3 bagian yaitu :  

a. Bagian Penjualan RMC 

b. Bagian Penjualan Non RMC 

c. Bagian Logistik 

6. Kepala Bagian Produksi  

Kepala Bagian Produksi bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan 

produksi perusahaan. Kepala Bagian Produksi mengepalai karyawan yang bekerja 

dibagian produksi. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Kepala Bagian 

Produksi meliputi : 

a. Mengkoordinasikan, mengarahkan, menugaskan, mengawasi seluruh 

karyawan yang berada dibawah tanggung jawabnya. 

b. Melakukan koordinasi dengan departemen lain 

c. Membuat perencanaan produksi sesuai dengan permintaan pemasaran 

dan memastikan seluruh bagian produksi yang berada dibawah 

tanggung jawabnya beroperasi dengan lancar. 
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d. Memastikan seluruh produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi 

produk yang telah di terapkan. 

e. Berhak memberhentikan jalannya produksi dan mengkonsultasikan 

langkah perbaikan guna menekan produk reject serendah-rendahnya. 

f. Membuat laporan hasil kerja yang menjadi tanggung jawabnya. 

 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kepala Bagian 

Produksi membawahi 3 bagian yaitu :  

7. Bagian Produksi Batching Plant Area Pekanbaru 

8. Bagian Pengendalian Mutu (Quality Control) 

Memiliki tugas & tanggung jawab sebagai berikut ; 

a. Bertanggungjawab terhadap mix design sesuai dengan mutu rencana 

b. Bertanggungjawab terhadap mutu material yang digunakan untuk 

campuran beton (readymix) 

c. Menyediakan sarana untuk tes kuat tekan beton 

9. Bagian Produksi Batching Plant Area Luar Kota. 

Untuk masing-masing Area Produksi memiliki bagian-bagian pelaksana, 

yaitu : 

- Distribusi, terdiri dari :  

1. 2(dua) operator batching plant (untuk penempatan pabrik dan lokasi 

proyek) 

2. Sopir truck mixer 
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3.3. Kegiatan Usaha 

Produksi PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru dipergunakan untuk 

membuat bagunan rumah dan kantor, jembatan dan sebagianya yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan beton di wilayah  Pekanbaru dan sekitarnya. 

Selain beton PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru juga memproduksi 

produk lain. Produk-produk yang ada pada PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru: 

1. Produk Beton  

a. Readymix Concrete 

b. Kastin 

c. Paving Blok 

2. Produk Baja.  

Pipa Baja, Besi Beton, Besi h-beam dan Besi Sheet Pile 

3. Sewa Alat 

a. Concrete Pump, Truck Mixer Kap. 5 m3, Loader, Batching Plant 

b. Crane, Crane Pancang, Hammer 

c. Truck Trailer, Truck Tronton, Dump Truck Tronton 

4. Jasa Pancang 

Tahap-tahap dalam pembuatan beton adalahsebagai berikut: 

1. Tahap Plastis 

Ketika bahan-bahan beton pertama kali dicampurkan, bentuknya 

meyerupai sebuah “adonan”. Lunak, encer, sehingga dapat dituang dan dibentuk 

menjadi bermacam-macam bentuk. Tahapan ini dinamakan kondisi plastis, beton 

harus dalam kondisi plastis pada saat penuangan atau (pengecoran) dan 

pemadatan (kompaksi). Karateristik yang paling penting dikondisi plastis ini 
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adalah workability dan cohesiveness. Kaki kita akan tenggelam akan mencoba 

berdiri diatas beton yang masih dalam kondisi plastis. 

2. Tahap Setting 

Selanjutnya, beton akan akan mulai mengeras dan kaku ketika beton tidak 

lagi lunak, dan mulai mengeras, kondisinya dinamakan setting. Setting terjadi 

setelah kompaksi (pemadatan) dan pemolesan akhir (finising). Beton yang basah 

seperti becek akan lebih akan lebih mudah ditempatkan tetapi lebih sulit untuk 

dilakukan finising. Jika kita menginjakkan kaki diatas beton yang sedang setting 

kaki kita tidak akan tenggelam, tetapi jejak kaki kita akan muncul dipermukaan 

beton tersebut. 

3. Tahap Pengerasan (hardening) 

Setelah melalui tahap setting, beton akan mulai mengeras dan mencapai 

kekuatannya. Karateritik yang ada pada tahap ini adalah kekuatan dan durabilitas 

(daya tahan). Kaki kita tidak akan meninggalkan jejak jika diinjakkan diatas beton 

yang sudah mengeras. 

Dalam menjalankan kegiatan produksinya pihak perusahaan berupaya 

untuk mencapai target produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan 

kegiatan pemasarannya terhadap produk yang dihasilkan, dilakukan oleh bagian 

pemasaran yang berada di Pekanbaru dan sekitarnya dan proses pelaksaan 

pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan armada angkutan darat milik 

perusahaan. Produk yang dihasilkan oleh PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru 

berorientasi untuk wilayah pasar diwilayah Pekanbaru dan sekitarnya, sedangkan 

sisanya adalah untuk pasaran diluar daerah 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, uraian dan pembahasan yang penulis lakukan maka 

dapat diambil suatu kesimpulan dari perumusan masalah yang diangkat 

penulis dalam skripsi ini. 

1. PT. Mitra Beton Mandiri struktur organisasi perusahaan telah memenuhi 

salah satu karakteristik akuntansi pertanggungjawaban yaitu adanya 

identifikasi pusat-pusat pertanggunjawaban 

2. PT. Mitra Beton Mandiri belum mengaplikasikan akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya dengan baik, ini 

dapat dilihat dari penyimpangan atau masalah dimana PT. Mitra Beton 

Mandiri belum menerapkan system akuntansi pertanggungjawaban 

dengan benar. Misalnya dalam masalah penyusunan anggaran, dimana 

dalam Penyusunan anggaran biaya pada PT. Mitra Beton Mandiridisusun 

berdasarkan program kerja masingmasing pusat pertanggungjawaban dan 

disusun oleh kepala bagian keuangan dan administarasi bersama bagian 

anggaran. Ini berarti dalam penyusunan anggaran , perusahaan tidak 

melibatkan seluruh kepala bagian dalam perusahaan, sehingga belum 

sepenuhnya sesuai dengan penerapan konsep akuntansi 

pertanggungjawaban yang semestinya. Hal ini mengakibatkan adanya 

penyimpangan pada laporan pertanggungjawaban biaya Departemen 

produksi. Sementara dalam penerapan akuntasi pertanggungjawaban 
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anggaran disusun  secara sistematis menurut pusat-pusat 

pertanggungjawaban. Anggaran harus disusun dengan tingkat manajemen 

dalam organisasi yang diatur dalam sistem akuntansi 

pertanggungjawaban. 

3. Kode perkiraan yang dibuat oleh PT. Mitra Beton Mandiribelum sesuai 

dengan sistem pengkodean menurut akuntansi pertanggungjawaban. 

Pengelompokan biaya pada perusahaan dalam kode perkiraan masih 

ditujukan untuk mengidentifikasi jenis perkiraan. Dengan demikian kode 

perkiraan belum mampu menunjukkan apakah suatu biaya dapat 

dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan 

(uncontrollanble) juga tidak menunjukkan dimana biaya tersebut terjadi 

sehingga para manajer belum mengetahui dengan jelas biaya apa yang 

harus dipertanggungjawabkan. 

4. Manajemen perusahaan tidak melakukan evaluasi terhadap anggaran 

secara periodik. Evaluasi hanya dilaksanakan pada setiap akhir periode 

dan itu pun hanya sebatas menentukan selisih antara angaran dengan 

realisasi. Apabila terjadi selisih antara anggaran dengan realisasi, maka 

tidak dilakukan analisa sehingga selisih terjadi tersebut tidak pernah 

diketahui penyebabnya. Selama ini manajemen beranggapan bahwa 

realisasi lebih kecil dari pada anggaran (Favorable variance) dianggap 

sebagai keberhasilan direktur dalam meningkatkan efisiensi, dan 

sebaliknya apabila realisasi lebih tinggi daripada anggaran dianggar 

sebagai kerugian.  
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5.2 Saran-Saran 

 Untuk meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang, maka 

perusahaan harus menerapkan akuntansi pertanggungjawaban secara baik 

dalam pengendalian biaya. Agar akuntansi pertanggungjawaban tersebut 

dapat berjalan secara efektif maka penulis menyarankan: 

1. PT. Mitra Beton Mandiridalam menyusun anggaran seharusnya 

melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, karena mereka 

berhubungan langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan. Agar 

anggaran dapat sepenuhnya digunakan sebagai alat pengendalian biaya, 

sebaiknya pihak perusahaan membuat suatu peraturan yang memberikan 

suatu peraturan yang memberikan suatu batas toleransi penyimpangan, 

sehingga dengan hal tersebut maka para karyawan akan berusaha untuk 

mengendalikan biaya yang terjadi. 

2. Dalam menerapkan kebijakan perusahaan mengenai sistem kode 

perkiraan, sebaiknya perusahaan menerapkan sistem kode perkiraan yang 

sesuai dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang semestinya, 

agar pihak perusahaan dapat bekerja dengan efektif dan efesien yaitu 

dengan menggolongkan biaya menurut jenis biaya, sifat biaya, dan dapat 

tidaknya biaya dikendalikan. 

3. PT. Mitra Beton Mandiridisarankan agar dapat menerapkan laporan 

pertanggungjawaban yang semestinya. Dalam laporan tersebut harus 

terdapat pemisahan antara biaya terkendali dengan biaya tidak terkendali 

dan melaporkan penyebab terjadinya penyimpangan serta dapat diketahui 



68 

 

 

 

dengan jelas bagian mana yang harus bertanggung jawab atas 

penyimpangan tersebut.  

4. Dalam hal penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat 

pengendalian biaya pada perusahaan agar lebih efektif dan efisien, 

disarankan agar perusahaan melakukan pengukuran kinerja terhadap para 

manajer pusat pertanggungjawaban biaya dengan menerapkan reward 

and punishment system yang semestinya.dengan memberikan bonus yang 

jelas pembagiannya baik untuk manajer maupun untuk anggota tim yang 

berprestasi, dan juga memberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi yang 

tidak berprestasi. 
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LAMPIRAN 1  

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA WAWANCARA UNTUK 

PIMPINAN 

1. Bagaimana rencana kedepan anda untuk pengembangan usaha PT. Mitra 

Beton Mandiri? Mimpi apa yang diinginkan PT. Mitra Beton Mandiri 

untuk kedepan? Apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai keinginan 

tersebut?  

2.  Berdasarkan pengalaman selama ini, bagaimana cara perusahaan 

melakukan penilaian kinerja karyawan?  

3. Menurut Bapak, kelebihan dan kelemahan penilaian kinerja karyawan 

yang ada saat ini? 

4. Kriteria apa saja yang ditetapkan dalam menilai kinerja karyawan saat ini? 

5. Siapa yang menilai kinerja saat ini? 

6. Bagaimana keinginan bapak, terkait dengan desain penilaian kinerja PT. 

Mitra Beton Mandiri untuk kedepannya? 

7. Bagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan?  

8. Bagaimana karakteristik dan syarat minimal masing-masing jabatan?  

WAWANCARA UNTUK STAF DAN KARYAWAN  

1. Apa kelemahan dan kelebihan penilaian kinerja karyawan yang ada saat 

ini? 

2. Ceritakan tugas dan taggung jawab pekerjaan? 

3. Bagaimana kondisi kerja pada jabatan anda di PT. Mitra Beton Mandiri? 
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4. Bagaimana karakteristik dan syarat minimal masing-masing jabatan? 

5. Bagaimana Hubungan kerja masing-masing jabatan?  

LAMPIRAN 2 

 WAWANCARA PRASURVEI WAWANCARA PRA SURVEI  

(TANGGAL 28 DESEMBER 2020) 

 

1. Sejak tahun berapa PT. Mitra Beton Mandiri? Jawaban : Sejak tahun 2008 

2. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Mitra Beton Mandiri? Jawaban : 

Pertama mendirikan PT Mitra Beton Mandiri berkedudukan di pekanbaru 

yang anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal tujuh belas Oktober 

dua ribu delapan  (17/10/2008) Nomor 30, yang dibuat dihadapan Hj. 

YULFITA RAHIM SarjanaHukum. Notaris di pekanbaru anggaran dasar 

yang mana telah mendapat pengesahan/persetujuan dari instansi yang 

berwenang berdasarkan Indonesia tetanggal dua puluh empat Nopember 

dua ribu delapan (24/11/2008), Nomor AHU-89242.AH.01.01. Tahun 

2008.Sesuai akta pendirian dinyatakan bahwa, struktur modal PT Mitra 

Beton Mandiri adalah:Modal dasar sebesarRp. 2.400.000.000,00 (Dua 

milyar empat ratus juta)Modal yang disetor Rp. 600.000.000,00 dengan 

kepemilikan sebagai berikut 

3. Apakah PT. Mitra Beton Mandiri sudah memiliki Struktur Organisasi? 

Sebutkan bagian-bagian atau jabatan apa saja yang ada pada PT. Mitra 

Beton Mandiri? Jawaban : Sudah mempunyai struktur organisasi, tapi 

sudah terbagi bagian-bagian atau jabatan-jabatan dari setiap karyawan. 

Bagian-bagiannya terdiri dari  Dewan Komisaris, Direktur, Kepala bagian 
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keuangan dan akuntansi, Kepala bagian umum dan personalia, kepala 

bagian niaga /pemasaran, dan kepala bagian produksi. 

4. Apakah jabatan-jabatan tersebut sudah memiliki deskripsi dan spesifikasi 

pekerjaan? Jawaban : Belum memiliki deskripsi dan spesifikasi pekerjaan 

secara tertulis, hanya mengikuti perintah dan terkadang para karyawan 

melaksanakan beberapa pekerjaan 

5. Apakah di PT. Mitra Beton Mandiri sudah mempunyai Sistem Penilaian 

kinerja? Jawaban : Sudah ada penilaian tapi penilaian masih belum jelas 

dan bersifat lisan saja berdasarkan pendapat dari saya sendiri. 

6. Menurut bapak apakah tujuan dari penilaian kinerja? Jawaban : Penilaian 

kinerja bertujuan untuk menilai kinerja dan kemampuan para karyawan 

dalam menjalankan tugasnya. Jika penilaianya baik maka akan diberi 

penghargaan berupa bonus akhir tahun dan sanjungan sedangkan apabila 

penilaianya buruk diberikan pelatihan agar ke depannya bisa lebih baik 

lagi.  

7. Apakah penilaian kinerja dibutuhkan di PT. Mitra Beton Mandiri? 

Jawaban : Iya dibutuhkan, penilaian kinerja yang jelas dapat untuk 

mengembangkan kemampuan SDM. Dengan melakukan penilaian kinerja 

karyawan perusahaan dapat mengetahui kemampuan-kemampuan para 

karyawan.  
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LAMPIRAN 3 

HASIL WAWANCARA DENGAN PIMPINAN DAN KARYAWAN PT. 

MITRA BETON MANDIRI TANGGAL 18FEBRUARI 2020– 06 MARET 2020 

WAWANCARA PIMPINAN 

 

1. Bagaimana rencana kedepan anda untuk pengembangan usaha PT. Mitra 

Beton Mandiri? Jawaban : Rencana ke depan yang ingin dilakukan PT. 

Mitra Beton Mandiri adalah meningkatkan penjualan, meningkatkan 

kualitas, menambah karyawan dan menyeleksi secara tepat, serta 

melakukan pembaharuan tehnologi. Mimpi apa yang diinginkan PT. Mitra 

Beton Mandiri untuk kedepan? Jawaban : Mimpi yang diinginkan PT. 

Mitra Beton Mandiri adalah menjadi perusahaan yang terkenal dan terbaik 

dibandingkan perusahaan beton lainnya. Perusahaan juga ingin dikenal di 

semua wilayah Riau atau seluruh Indonesia. Apa saja yang harus 

dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut? Jawaban : a. Selalu 

memberikan kualitas beton yang terbaik untuk konsumen agar konsumen 

puas dan menjadi pelanggan PT. Mitra Beton Mandiri b. Menyelesaikan 

pesanan dengan tepat waktu, dalam mengerjakan order harus dapat 

diselesaikan secara cepat sesuai dengan kesepakatan c. Menjalin 

hubungan yang baik dengan konsumen agar konsumen puas terhadap 

pelayanan yang diberikan d. Menerima kritik dan saran dari konsumen 

secara terbuka misalnya pembuatan beton yang dipesan konsumen dan 

hasil beton yang dikirim kepada konsumen tidak sesuai dengan keinginan 

konsumen, PT. Mitra Beton Mandiri secara baik menerima kritik dan 

saran dari konsumen. Karena menurut PT. Mitra Beton Mandiri, kritik 
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dan saran tersebut harus diterima dan sebagai perbaikan untuk 

kedepannya agar lebih baik lagi. e. Meningkatkan keahlian SDM agar 

menjadi SDM yang berkualitas dan dapat berkinerja lebih baik. f. 

Menciptakan hubungan baik antara atasan dan bawahan seperti visi dan 

misi antara atasann dan bawahan harus seimbang karena terkadang 

keinginan pimpinan dan karyawan berbeda tidak sesuai apa yang 

diharapkan pimpinan, pimpinan ingin mendapatkan keuntungan sebanyak 

banyaknya tetapi para karyawan-karyawanya belum bisa mencapainya, ini 

disebabkan juga karena pimpinan belum mengetahui seberapa besar 

kemampuan para karyawannya dalam menjalankan tugas yang diberikan 

pimpinan.  

2.  Berdasarkan pengalaman selama ini, bagaimana cara perusahaan 

melakukan penilaian kinerja karyawan? Jawaban : Penilaian kinerja saya 

lakukan sendiri setiap tahunnya, saat menerima bonus akhir tahun. 

Penilaian saya lakukan secara lisan kepada masing-masing karyawan.  

3. Menurut Bapak, kelebihan dan kelemahan penilaian kinerja karyawan 

yang ada saat ini? Jawaban : Kelebihannya adalah mudah saya lakukan. 

Kelemahannya adalah belum adanya standar-standar kinerja yang tepat 

untuk mengukur kinerja karyawan dan masih bersifat lisan karena saya 

hanya mengukur kinerja melalui pengamatan langsung dan itupun saya 

tidak setiap hari memantau kinerja para karyawan secara langsung, 

terkadang hanya diskusi saja dengan para kepala bagian. Selain itu untuk 

kedepanya jika terjadi penambahan karyawan, saya juga pasti akan lebih 
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susah dalam mengevaluasi satu per satu sehingga perlu adanya penilaian 

yang tercatat.  

4. Kriteria apa saja yang ditetapkan dalam menilai kinerja karyawan saat ini? 

Jawaban : Saat ini karyawan saya nilai berdasarkan hasil dan perilaku 

kerja dalam menyelesaikan tugas. Saya juga melihat dari absen para 

karyawan, apabila absenya penuh itu bisa menjadi nilai plus tapi apabila 

sering tidak masuk kerja maka bisa mengurangi penilaian. 

5. Siapa yang menilai kinerja saat ini? Jawaban : Penilaian kinerja saya 

lakukan sendiri, berdasarkan pendapat dari saya sendiri. Apakah anda 

tidak merasa kesulitan jika anda menilai sendiri? Jawaban : Saya merasa 

kesulitan, apalagi untuk kedepannya jika adanya penambahan karyawan. 

6. Bagaimana keinginan bapak, terkait dengan desain penilaian kinerja PT. 

Mitra Beton Mandiri untuk kedepannya? Keinginan saya adalah mudah 

digunakan oleh penilai dan yang dinilai dan biaya yang murah, bisa 

membandingkan karyawan satu dengan yang lain agar tidak terjadi salah 

paham antar karyawan. Menurut bapak bagaimana penentuan waktu 

penilaian kinerja yang didesain untuk kedepan? Saya menginginkan setiap 

tahun sekali saat pemberian bonus akhir tahun  

7. Bagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan? Jawaban : 

a. Pimpinan, memiliki tugas : Memimpin seluruh karyawan didalam 

perusahaan, merencanakan pengembangan usaha kedepan, mengarahkan 

seluruh kepala divisi, mengorganisasikan karyawan sesuai dengan 

kemampuannya, memberi keputusan atas kelayakan order yang akan 
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masuk, menjaga hubungan baik dengan konsumen, mengendalikan 

aktivitas perusahaan dalam hal keuangan, produksi dan pencapaian target 

penjualan. Bertanggung jawab atas semua kegiatan dalam perusahaan. b. 

Kepala Produksi Menyusun rencana produksi yang meliputi perencanaan 

bahan baku, perencanaan desain, perencanaan waktu produksi, dan 

perencanaan penyiapan alat produksi, melakukan instruksi dan mengatur 

produksi barang sesuai dengan rencana, baik jumlah, kualitas, maupun 

ketepatan waktu, membagi kerja para staf produksi, mengawasi jalannya 

proses produksi, mengawasi karyawan produksi dalam menyelesaikan 

tugas, melakukan pengecekan terhadap kualitas hasil produksi, membuat 

laporan produksi, mengevaluasi kinerja seluruh staf produksi. 

Bertanggung jawab atas kelancaran semua proses kegiatan produksi c. d. 

Kepala Keuangan Mengatur penggunaan uang, menyetujui penerimaan 

dan pengeluaran kas, memeriksa laporan keuangan, membuat dan 

melakukan pelaporan pajak, mengesahkan pembayaran upah karyawan, 

membagi tugas staf karyawan, mengevaluasi kinerja staf keuangan. 

Bertanggung jawab atas semua transaksi keuangan dan kesesuaian 

laporan keuangan perusahaan e. Karyawan Keuangan Membuat tagihan 

untuk konsume, mengatur order pembelian (PO) dan pembayaran ke 

suplier, melakukan pencatatan aktifitas keuangan sehari-hari, melakukan 

pembelian bahan baku maupun perlengkapan kantor, menghitung dan 

memberikan upah karyawan, membuat laporan keuangan. Bertanggung 

jawab atas laporan keuangan f. Kepala Pemasaran Merencanakan target 
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penjualan, mengembangkan strategi pemasaran, menyeleksi order yang 

akan masuk, mengadakan pertemuan dengan konsume, membina 

hubungan baik dengan para pelanggan, membagi tugas para staf 

pemasaran, mengevaluasi kinerja karyawan staf pemasaran. Bertanggung 

jawab atas semua kegiatan promosi g. Karyawan Pemasaran Melakukan 

promosi di lapangan atau melalui internet, mencari pelanggan baru, 

melaporkan order yang masuk, menjaga hubungan baik dengan 

konsumen, mengantarkan dan mengambil sampel. Bertanggung jawab 

atas bagian promosi produk 

8. Bagaimana karakteristik dan syarat minimal masing-masing jabatan? 

Jawaban : a. Pimpinan Pendidikan minimal S1, dapat memimpin 

perusahaan dengan baik, mengerti dan memahami produksi beton secara 

detail, memiliki gaya kepemimpinan, tegas, teliti, jujur, bijaksana, 

memiliki relasi yang luas, tanggung jawab b. Kepala Produksi Memiliki 

pengalaman bekerja sebagai karyawan produksi, pendidikan S1 

Manajemen, laki-laki, mengerti produksi beton secara detail, dapat 

mengatur waktu dengan baik, tegas, jujur, bijaksana, teliti, cekatan. c. 

Karyawan Produksi Pendidikan SMP, laki-laki, sehat jasmani dan 

rokhani, mengerti produksi beton, dapat mengatur waktu dengan baik, 

rajin, cekatan, teliti, jujur, kerjasama. d. Kepala Keuangan Memiliki 

pengalaman bekerja sebagai karyawan keuangan, pendidikan minimal S1 

Ekonomi, dapat mengoperasikan MS Office, teliti, jujur, tegas, cekatan. e. 

Karyawan Keuangan Pendidikan minimal SMA/SMK Akuntasi, dapat 
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mengoperasikan MS Office, rajin, cekatan, teliti, jujur, disiplin. f. Kepala 

Pemasaran Pernah memiliki pengalaman bekerja sebagai karyawan 

pemasaran, pendidikan minimal S1, dapat memimpin dengan baik, dapat 

berkomunikasi dan mudah bergaul, tegas, bijaksana, inovatif dan kreatif, 

tegas, komunikatif, disiplin. g. Karyawan Pemasaran Pendidikan minimal 

SMA, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat mengoperasikan MS 

Office dan internet, memahami dan mengerti promosi dengan baik, rajin, 

cekatan, mudah bergaul, kreatif dan inovatif. h. Kepala Gudang 

Pendidikan S1 dapat membuat laporan stock, dapat mengatur waktu 

dengan baik, cekatan, teliti, jujur, tegas, disiplin. i. Karyawan Gudang 

Pendidikan minimal SMA, dapat mengatur waktu dengan baik, rajin, 

cekatan, teliti, jujur, disiplin.  
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